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KATA PENGANTAR 

 

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik 

Tahun Anggaran 2016 disusun berdasarkan pendekatan kinerja yaitu 

suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil 

kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang 

ditetapkan. Berdasarkan pendekatan kinerja APBD disusun berdasarkan 

pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. 

Dalam rangka mendukung program dan kegiatan bagi setiap 

Satuan Kerja sekaligus merupakan pusat pertanggungjawaban keuangan 

yang berimplikasi pada kinerjanya, perlu disusun suatu pedoman 

penyusunan yang mudah dipahami serta aplikatif pada aspek 

administratif maupun operasional. 

 Sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan 

pedoman yang mengatur mekanisme penyusunan rencana anggaran 

satuan kerja dan organisasi pelaksanaan kegiatan, standart harga satuan 

dan biaya pengelolaan. 

 Dengan telah disusunnya Pedoman Penyusunan Rencana 

Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik 

Tahun Anggaran 2016, dapat dijadikan pedoman bagi Satuan Kerja 

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik sehingga 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat 

terlaksana sebagaimana mestinya. 

 

                    Gresik, 27 Juli 2015                   
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BUPATI GRESIK 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI GRESIK 

NOMOR  29 TAHUN 2015 
 

TENTANG 

 
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2016 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI GRESIK, 

 

Menimbang  : a.  bahwa agar pelaksanaan penyusunan Rencana 

Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2016 memiliki kesamaan pemahaman 

baik dari segi perencanaan sampai pengoperasiannya 

sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik 

dari aspek fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi 

kelancaran tugas dan pembangunan, maka perlu 

menetapkan Pedoman Penyusunan Rencana Kegiatan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a., perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana 

Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2016. 
 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 



 

 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5423); 



 

 

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 155, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334) 

sebagaimana telah diubah keempatkalinya dengan 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 

2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan 

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5334); 

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 199); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri  Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006; 

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/ 

2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan 

Gedung Negara; 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2009 

tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur 

Bagi Pegawai Negeri Sipil; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 

tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi 

Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam 

Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 

113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam 

Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai 

Tidak Tetap; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 



 

 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 65/PMK.02/2015 

tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 

2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 

Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 

2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah ketigakalinya 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 

Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 

Nomor 1); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 

2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 

10)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 

Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keungan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik 

Tahun 2013 Nomer 8); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pembentukan Perundang-Undangan di 

daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 

Nomor 2); 

 

           MEMUTUSKAN :  

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN 

RENCANA KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016. 

 

  Pasal  1 

(1) Dengan Peraturan ini ditetapkan Pedoman Penyusunan 

Rencana Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2016; 



 

 

(2) Pedoman Penyusunan Rencana Kegiatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
  Pasal  2 

 

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, 

Dinas, Kantor dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Gresik dalam penyusunan rencana kegiatan 

dan anggaran berpedoman pada Peraturan Bupati ini. 

 

  Pasal  3 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik. 

 

                                          Ditetapkan di Gresik 

                                          pada tanggal 27 Juli 2015                         

 

                                              BUPATI GRESIK, 

                                           Ttd. 

 

                                 Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si 

 

Diundangkan di Gresik 
pada tanggal  27 Juli 2015                         
 

     SEKRETARIS DAERAH 
       KABUPATEN GRESIK, 

 
                  Ttd. 
 

    Ir. MOCH. NADJIB, MM 
     Pembina Utama Madya 
 NIP. 19551017 198303 1 005 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015 NOMOR 1105 



 

 

 
 

 

 

 

 


